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ABSTRAK 
Julihasuratna ( B 111 10 442) “Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat 
Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana 
Penganiayaan Berat” (Studi Kasus Putusan No. 
134/Pid/B/2013/PN.Pinrang.). Dibimbing oleh Bapak H.M Imran Arief 
selaku pembimbing I, dan Ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian visum et 
repertum dalam menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap 
kasus penganiayaan berat dalam Putusan No.134/Pid/B/2013/PN.Pinrang 
dan mengetahui kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam 
tindak pidana penganiayaan berat. 
Penelitian dilaksanakan di Pinrang, yaitu di Kejaksaan Negeri Pinrang, 
dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et repertum adalah alat 
bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan (surat) dan 
dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Dalam pembuatan 
dakwaan pada kasus Putusan No. 134/Pid/B/2013/PN.Pinrang visum et 
repertum juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu 
Penunut Umum untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur Pasal yang 
dianggap dilanggar oleh terdakwa. Kemudian, kedudukan visum et 
repertum dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak 
mengakibatkan mati adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 143 KUHAP. Meskipun tidak mutlak harus ada visum et 
repertum dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk 
memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya visum et repertum itu 
tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh 
manusia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan 
dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik 
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”, tidak berdasar atas 
kekuasaan belaka (machstaat). 
Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara 
hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-
peraturan hukum. Dalam artian bahwa sebuah negara dengan konsep 
negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku 
masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku  untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 
Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas 
rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 
Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam 
setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara 
ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering 
disebut dengan pembunuhan. 
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Pembunuhan sering kali terjadi dengan berbagai macam cara, 
baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan, bentuk-bentuk 
pembunuhan ini sering pula diawali dengan penganiayaan, yang 
mana penganiayaan yang belakangan ini terjadi dimasyarakat tidak 
jarang mengakibatkan kematian bagi korbannya.  
Salah satu persoalan yang sering muncul di kehiduan 
masyarakat ialah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh 
seseorang baik itu secara individu maupun secara bersama-sama, 
yang tanpa disadari ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat 
karena sering kali penganiayaan yang dilakukan justru mengakibatkan 
kematian pada korbannya.   
Seorang pelaku tindak pidana sudah seharusnya diadili 
menurut hukum yang berlaku, dimana di Indonesia diketahui terdapat 
pranata-pranata hukum yang bertanggung jawab atas penegakan 
hukum di Indonesia. 
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah 
yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama 
pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan 
melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan 
penuntutan perkara pidana serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang. 
Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat 
sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan 
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apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa 
pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau 
tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. 
Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum 
sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional 
dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut 
menyatakan behwa kewenangan untuk melaksakan kekuasaan 
Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain 
berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain 
dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu 
dapat mewakili Negara dan pemerintah dalam perdata dan TUN. 
Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengandilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 
Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi 
kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia 
dapat dikatakan satu-satunya negara dimana jaksa atau penuntut 
umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan walaupun 
sifatnya insidential. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 KUHAP 
telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
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diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan”. (Andi Hamzah. 1990:70) Penuntutan hanya dilakukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang 
dimilikinya. 
Seorang jaksa dalam melakukan penuntutan atau dakwaan 
terhadap seorang terdakwa diharuskan untuk memperhatikan bukti-
bukti yang ada atau kebenaran materil. 
Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak 
pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
Pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan 
diambil. Putusan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarakan 
pada kebenaran materil yang terdapat dan berlaku menurut ketentuan 
Perundang-undangan, dalam hal ini hukum acara pidana. 
Pembuktian dalam Perkara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP 
memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim 
dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan 
hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana didasarakan pada hasil 
pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.  
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian 
perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai 
ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa 
membuat surat keterangan yang disebut dengan visum et repertum. 
Pembuatan visum et repertum memberikan tugas sepenuhnya 
kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa 
dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap 
terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran 
materil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk 
turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut 
tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter 
diperlukan karena  seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam 
suatu  perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan 
anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran 
materil atas perkara pidana. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih 
lanjut dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul “PERANAN 
VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM DAKWAAN 
PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 
BERAT (Studi Kasus Putusan No. 134/Pid/B/2013/PN.Pinrang)” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, 
maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam 
menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap kasus 
penganiayaan berat dalam Putusan 
No.134/Pid/B/2013/PN.Pinrang? 
2. Bagaimana kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam 
tindak pidana penganiayaan berat? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka  adapun tujuan 
penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas 
rumusan masalah di atas, yaitu: 
1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian visum et repertum dalam 
menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap kasus 
penganiayaan berat dalam Putusan 
No.134/Pid/B/2013/PN.Pinrang. 
2. Untuk mengetahui kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti 
dalam tindak pidana penganiayaan berat. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan member manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah khasanah 
penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya tentang peranan 
visum et repertum dalam membantu arah dakwaan terhadap 
kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa . 
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 
untuk menambaha wawasan mengenai peranan viusm et 
repertum dalam suatau tindak pidana penganiayaan, serta 
merupaka sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh di bangku kuliah di lapangan. 
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan 
Delictum atau Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan 
istilah Delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak 
pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga 
unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana 
dan hukum, baar  diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara 
feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau 
sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit dapat 
diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau 
peristiwa, bukan pelaku. 
Sarjana hukum Indonesia (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 
2010:41), membedakan istilah hukuman dan pidana, yaitu: 
“Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala 
macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang 
berkaitan dengan hukum pidana”. 
 
Adami Chazawi(2008:67-68), menyatakan bahwa : 
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Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari istilah Strafbaarfeit. 
Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam 
perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum 
diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, 
pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah 
perbuatan pidana. 
 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri 
dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya 
ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan 
definisi tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan 
pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai: 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana 
tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”. 
 
Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) 
mendefinisikan strafbaarfeit sebagai : 
suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh 
hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 
bersifat memaksa yang terdapat  didalamnya. 
 
Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu : 
a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh 
Undang-undang. 
b. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit  
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
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dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu ; 
a. Perbuatan melawan hukum; 
b. Dengan sengaja; 
c. Dapat dipertanggungjawabkan; 
d. Diancam pidana. 
Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) 
dalam memberikan definisi tentang strafbaarfeit juga membagi 
atas 2 pengertian, yaitu : 
a. Definisi menurut teori memberikan pengertian 
strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran terhadap 
norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan 
tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan 
strafbaarfeit sebagai suatu kejadian (feit) yang oleh 
peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai 
perbuatan yang dilarang. 
 
Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman 
bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma 
ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar 
tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. 
Menurut definisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum 
maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur 
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melawan hukum dan  unsur kesalahan (schuld) baik dengan 
sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut 
hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika 
hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, 
namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur 
pertanggunjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana 
jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan 
untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-
undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang 
dikemukakan oleh Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa 
strafbaarfeit adalah: 
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
yang  oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. 
 
Alasan dari Profesor Simons merumuskan strafbaarfeit 
seperti di atas adalah karena : 
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit  itu disyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat sutu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajidkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; 
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b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang-undang, dan 
c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu onrechtmatige handeling. 
Lebih lanjut Simon mengatakan, sifatnya yang melawan 
hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari 
kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan 
sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya 
sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang 
mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur 
yang lain. 
Sementara itu, menurut Van Hammel (Andi Zainal Abidin 
Farid, 1995:224) bahwa: 
“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang 
melawan hukum, strafwardig (patut atau bernilai untuk 
pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (enaan schuld 
te wijten)”. 
 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih 
sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan 
bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi 
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masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 
dua macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat  atau yang ada 
dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah : 
a. Niat; 
b. Maksud atau tujuan; 
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 
d. Kemampuan bertanggungjawab. 
Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya : 
a. Perbuatan; 
b. Akibat; 
c. keadaan-keadaan. 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan 
unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana 
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tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan. 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana 
sebagai berikut : 
a. Unsur objektif, terdiri atas : 
1) Perbuatan orang; 
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 
tersebut. 
b. Unsur subjektif, terdiri atas : 
1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh 
Leden Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai 
berikut : 
a. Unsur Subjektif 
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman 
kalau tidak ada kesalahan” (an act does not make a 
person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reum nisi mens sit rea) kesalahan yang dimaksud 
disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (Opzet) dan kelapaan (schuld). 
 
b. Unsur Objektif 
 Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri 
atas : 
1) Perbuatan manusia, berupa : 
a) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan 
posessif; 
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau 
perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang 
membiarkan atau mendiamkan; 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan 
yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, 
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badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan 
sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances) 
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan 
antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan 
hukum. 
 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan 
yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat 
melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Sementara itu, menurut Moeljatno (2002:63) bahwa : 
Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan 
diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. 
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih 
tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat 
suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam 
dua macam “Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel Onrecht” 
dan “Policie Onrecht”. 
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Crimineel Onrecht  adalah setiap tindakan melawan 
hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan 
“Rechtsorde” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas 
daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police 
Onrecht” adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut 
sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan 
yang terdapat di dalam masyarakat”. 
Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang 
hukum pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa 
yang mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang  pada kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada 
umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, 
misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan 
Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan 
hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini 
peraturan perundang-undangan. 
Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal 
pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru 
bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalm 2 
pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat 
dalam buku III. 
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Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak 
pidana lainnya, diantaranya adalah : 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, 
sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika 
akibat dari perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau 
hilangnya nyawa seseorang. 
Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, 
Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena 
menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku 
yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari 
suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah 
seseorang dapat dipidana”. Beliau lebih sepakat menyebutnya 
sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang 
dirumuskan secara material. 
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b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. 
Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana 
dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), 
yaitu ; 
1) Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), 
2) Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of 
noodzakelijkheidsbewustzijn), 
3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og 
dolus eventualis). 
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang 
benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari 
perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian 
adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu 
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. 
Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah 
keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada 
akhirnya betul-betul terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana 
yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
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c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa 
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. 
Sementara. Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59), 
“adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan 
atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan 
atau terkena”. Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan 
dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki 
kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung 
dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. 
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu absolute klachtdelicten dan relative 
klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan 
pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, 
sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku 
terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian 
dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, 
pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga 
merugikan dirinya. 
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Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak 
hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang 
telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan 
tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak 
disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. 
Selain membahas masalah siapa yang berhak 
melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur 
masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan 
pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat 
(1) KUHP. 
Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah 
enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan 
pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan 
bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka 
waktu tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui 
tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan 
dirinya. 
d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-
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undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan 
dan pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut 
undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan 
kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan 
sebagai saksi. 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 
2010:58), ada juga yang disebut dengan “delik commissionis 
permissionem commisa”. Misalnya seorang ibu yang sengaja 
tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi 
dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 
 
Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, 
masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh 
Prasetyo, 2010:60) diantara lain: 
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict) : yaitu tindak 
pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya 
mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan 
setiap kali seratus ribu rupiah. 
b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak 
pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya 
adalah perbuatan terlarang itu berlangsung 
memakan waktu. 
c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak 
pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di 
malam hari, penganiayaan berat. 
b. Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, 
misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang 
melahirkan karena takut diketahui. 
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c. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan 
dengan negara sebagai keseluruhan, seperti 
terhadap keselamatan kepala negara dan 
sebagainya. 
d. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti 
hakim, pegawai negeri, ayah, ibu, dan sebagainya 
yang disebutkan dalam pasal KUHP. 
 
 
B. Visum et Repertum 
1. Pengertian Visum Et Repertum 
Istilah visum et repertum tidak ditemukan dalam KUHAP, 
tetapi terdapat dalam Stbl tahun 1937 Nomor 350 tentang Visa 
reperta merupakan bahasa Latin. Visa berarti penyaksian atau 
pengakuan telah melihat sesuatu, dan reperta berarti Laporan. 
Dengan demikian apabila diterjemahkan secara bebas 
berdasarkan arti kata, Visa Reperta berarti laporan yang dibuat 
berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu. 
Visum et repertum merupakan bentuk tunggal dari kata 
visa et reperta. Dalam Stbl 1937 Nomor 350, dalam Pasal 1 
disebutkan bahwa “visa reperta” para dokter yang dibuat atas 
sumah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan 
pelajaran kedokteran di Indonesia maupun atas sumpah khusus 
seperti dimaksud dalam Pasal 2, dalam perkara pidana 
mempunyai kekuatan pembuktian. 
Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan bahwa hasil 
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pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut visum et 
repertum. Dalam KUHAP tidak disebut visum et repertum tetapi 
menggunakan istilah alat bukti surat dan alat bukti keternagan 
ahli. 
Abdul Mun’im Idris memberikan pengertian visum et 
repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah 
disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang 
bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari 
pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. 
Menurut pendapat D Tjan Han Tjong visum et repertum 
merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena 
menggantikan sepenuhnya tanda bukti (corpus delicti), seperti 
diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut 
perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa 
manusia, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (corpus 
delicti). 
Menurut R. Atang Ranoemihardja (1981: 18): 
“ pengertian yang terkandung dalam visum et repertum 
ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi visum et 
repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa 
yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap 
orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis”. 
 
R. Soeparmono (2002: 98): 
“pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata-
kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu 
melaporkan. Sehingga visum et repertum merupakan 
suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat 
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berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan 
diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun 
barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan 
berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya”. 
Menurut Indar (2010:290) bahwa: 
“Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat 
oleh dokter dengan menggunakan pengetahuan 
keilmuannya sebaik-baiknya berdasarkan sumpah atas 
apa yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti 
(manusia atau bendfa yang bersal dari tubuh manusia) 
untuk kepentingan peradilan”. 
Dari pengertian visum et repertum tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa visum et repertum adalah keterangan dokter 
tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan 
pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam 
hal ini visum et repertum merupakan kesaksian tertulis dalam 
proses peradilan. 
Pasal 1 butir 28 KUHAP memberikan pengertian tentang 
keterangan ahli sebagai berikut: 
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan.” 
  
Menurut Karyadi dan Soesilo (Y.A. Triana O, 2007:6) 
bahwa dokter juga seorang ahli kesehatan yang dalam perkara 
penganiayaan dan pembunuhan (menerangkan tentang besar 
kecilnya luka atau sebab kematian korban). 
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Kewajiban dokter untuk membuat visum et repertum ini 
telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP. 
Pasal 133 KUHAP mengatur ebagai berikut: 
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani 
seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, 
yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia 
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli 
kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau 
ahli lainnya. 
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam 
surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan 
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan 
bedah mayat. 
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman 
atau dokter pada rumah sakit harus diperlakuakan 
secara baik dengan penuh penghormatan terhadap 
mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas 
mayat, dilakuakn dan diberi cap jabatan yang 
diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada 
mayat. 
 
Visum et repertum ini akan dijadikan sebagai alat bukti di 
depan sidang pengadilan. Dalam menangani kasus untuk 
membantu proses peradilan di sini peran dokter sebagai ahli 
forensic. Di sini korban yang diperiksa berstatus sebagai barang 
bukti dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan 
yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensic yang 
bertujuan untuk penegakan keadilan. 
Ada 3 jenis visum et repertum, yaitu: 
a. VeR hidup, dibagi lagi menjadi 3, yaitu: 
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1) VeR definitif, yaitu VeR yang dibuat seketika, dimana 
korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan 
lanjutan sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. 
Kualifikasi luka yang ditulis pada bagian kesimpulan yaitu 
luka derajat I atau luka golongan C. 
2) VeR sementara, yaitu VeR yang dibuat untuk sementara 
waktu, karena korban memerlukan perawatan dan 
pemeriksaan lanjutan sehingga menghalangi pekerjaan 
korban. Kualifikasi luka tidak ditentukan dan tidak ditulis 
pada kesimpulan. 
Ada 5 manfaat dibuatnya VeR sementara, yaitu 
a) Menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak 
b) Mengarahkan penyelidikan 
c) Berpengaruh terhadap putusan untuk melakukan 
penahanan sementara terhadap terdakwa 
d) Menentukan tuntutan jaksa 
e) Medical record 
3) VeR lanjutan, yaitu VeR yang dibuat dimana luka korban 
telah dinyatakan sembuh atau pindah rumah sakit atau 
pindah dokter atau pulang paksa. Bila korban meninggal, 
maka dokter membuat VeR jenazah. Dokter menulis 
kualifikasi luka pada bagian kesimpulan VeR. 
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b. VeR jenazah, yaitu VeR yang dibuat terhadap korban yang 
meninggal. Tujuan pembuatan VeR ini adalah untuk 
menentukan sebab, cara, dan mekanisme kematian. 
c. Ekspertise, yaitu VeR khusus yang melaporkan keadaan 
benda atau bagian tubuh korban, misalnya darah, mani, liur, 
jaringan tubuh, tulang, rambut, dan lain-lain. Ada sebagian 
pihak yang menyatakan bahwa ekspertise bukan merupakan 
VeR. 
Ada lima bagian tetap dalam laporan Visum et repertum, 
yaitu: 
a. Pro Justisia. Kata ini diletakkan di bagian atas untuk 
menjelaskan bahwa visum et repertum dibuat untuk tujuan 
peradilan. VeR tidak memerlukan materai untuk dapat 
dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum. 
b. Pendahuluan. Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam 
VeR, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di 
bawah judul. Bagian ini menerangkan, antara lain : 
1) Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat 
permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat 
2) Pernyataan dokter, identitas dokter 
3) Identitas peminta visum 
4) Wilayah 
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5) Identitas korban 
6) Identitas tempat perkara 
c. Pemberitaan. Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan", berisi 
semua keterangan pemeriksaan, berupa: 
1) Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan 
kedokteran 
2) Hasil konsultasi dengan teman sejawat lain 
3) Untuk ahli bedah yang mengoperasi, dimintai keterangan 
apa yang diperoleh. 
4) Tidak dibenarkan menulis dengan kata-kata latin 
5) Tidak dibenarkan menulis dengan angka, harus dengan 
huruf untuk mencegah pemalsuan. 
6) Tidak dibenarkan menulis diagnosis, melainkan hanya 
menulis ciri-ciri, sifat, dan keadaan luka. 
Temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan yang 
tidak berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan dalam 
bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai rahasia 
kedokteran. 
d. Kesimpulan. Bagian ini berjudul "kesimpulan" dan berisi 
pendapat dokter terhadap hasil pemeriksaan, berisikan jenis 
luka, penyebab luka, sebab kematian, mayat, luka, TKP, 
penggalian jenazah, barang bukti dan psikiatrik. 
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e. Penutup. Bagian penutup memuat sumpah atau janji, tanda 
tangan, dan nama terang dokter yang membuat. Sumpah atau 
janji dokter dibuat sesuai dengan sumpah jabatan atau 
pekerjaan dokter. Bagian ini tidak berjudul dan berisikan 
kalimat baku "Demikianlah visum et repertum ini saya buat 
dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan 
dengan mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-
undang hukum acara pidana/KUHAP". 
 
2. Visum et Repertum dalam Perkara Pidana 
Pembuatan visum et repertum diperlukan untuk beberapa 
tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup 
maupun mati, dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh 
manusia. Tindak pidana yang memerlukan visum et repertum 
sebagaimana dalam KUHP adalah: 
a. Pelaku tindak pidana yang menderita kelainan jiwa, yaitu 
berkaitan dengan Pasal 44 KUHP; 
b. Penentuan umur korban/pelaku tindak pidana; 
c. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 samapai 
Pasal 290 KUHP, dan Pasala 292 sampai Pasal 294 KUHP; 
d. Kejahatan terhadap nyawa yaitu Pasal 338 sampai Pasal 348 
KUHP; 
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e. Kejahatan Penganiayaan, berkaitan dengan Pasal 351 sampai 
Pasal 355 KUHP; 
f. Perbuatan kelalaian yang menyebabkan mati atau luka orang 
lain, yaitu Pasal 359 dan 360 KUHP. 
Permintaan visum et repertum antara lain bertujuan untuk 
membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu 
penyidik dalam permintaan tertulis pada dokter menyebutkan jenis 
visum et repertum yang dikehendaki dengan menggunakan format 
sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. 
Y.A. Triana (2007:34) menyebutkan macam-macam visum 
et repertum berdasarkan penggunaannya sebagai berikut: 
a. Visum et repertum untuk pelaku kelainan jiwa; 
b. Visum et repertum tentang umur; 
c. Visum et repertum untuk korban hidup; 
d. Visum et repertum untuk mayat; 
e. Visum et repertum untuk korban perkosaan atau 
tindak pidana kesusilaan; 
f. Visum et repertum penggalian mayat. 
 
Pemeriksaan atas barang bukti yang berasal dari tubuh 
manusia, misalnya berupa muntahan kobran, sperma, rambut, dan 
sebagainya yang dilakukan di laboratorium forensic dituangkan 
dalam berita acara pemeriksaan atas barang bukti. Disamping itu 
dikenal pemeriksaan di tempat kejadian perkara yang hasil 
pemeriksaannya juga dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 
Pembuatan visum et repertum haruslah memenuhi syarat 
formil dan syarat materil. Syarat formil menyangkut prosedur yang 
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harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi 
Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara. 
Permohonan/pencabutan visum et repertum sebagai 
berikut: 
a. Permintaan visum et repertum haruslah tertulis (sesuai 
dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP); 
b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika 
ada keberatan dari pihak keliarga korban, maka pihak Polisi 
atau pemeriksa memberikan penjelasan akan pentingnya 
dilakukan dengan bedah mayat; 
c. Permintaan visum et reepertum hanya dilakukan terhadap 
tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarakan permintaan 
yang telah lampau; 
d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah 
mayat; 
e. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi 
perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah 
mayat. 
Sedangkan syarat materil visum et repertum adalah 
menyangkut isi dari visum et repertum tersebut yaitu sesuai 
dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. 
Disamping itu isi dari visum et repertum tersebut tidak 
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bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji 
kebenarannya. 
 
C. Pembuktian dalam Perkara Pidana 
1. Pengertian Pembuktian 
Di dalam hukum pidana pembuktian merupakan tahapan 
pmbuktian, inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan 
membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si 
terdakwa terhadap suatu perkarapidana di dalam sidang 
pengadilan. Maka dari itu pengertian pembuktian adalah 
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 
membuktikan kesalahan yang didakwakan. Jadi menurut Prof. Dr. 
Sudikmo Mertukusumo, S. H. membuktikan mempunyai beberapa 
pengertian; 
a. Membuktikan dalam arti logis 
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, 
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan 
adanya bukti lawan. 
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b. Membuktikan dalam arti konvensionil 
Membuktikan bebrarti memberikan kepastian yang 
nisbi/relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan: 
1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat 
instuitif (convention intime) 
2) Kepastian yang diodasarkan atas pertimbangan akal 
(conviction raisonne) 
c. Membuktikan dalam arti yuridis dalam hukum acara. 
Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya 
pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap 
orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti 
lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensionil yang 
bersiofat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya 
berlaku bagi pihakpihak yang berperkara atau yang 
memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian 
dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada 
kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat 
itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini 
dimungkinkan adanya alat bukti lawan. 
Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah 
pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang 
telah terjadi secara konkret. Baik pembuktian yang yuridis 
maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya 
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berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-
peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti 
yuridis tidak lain berarti memberikan dasardasar yang cukup 
kepada hakim yang memeriksa nperkara yang bersangkutan 
guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa 
yang diajukan. 
Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum 
acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan 
telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan 
buktibukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang 
kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk 
memenangkan seseorang, tidak adanya keyakinan hakim. 
Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan 
berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil 
keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. 
Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup 
dengan kebenaran formil saja. 
 
2. Teori Pembuktian  
Terdapat beberapa teori pembuktian dalam perkara 
pidana sebagai berikut: 
a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarakan Undang-Undang 
secara Positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie). 
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Sistem pembuktyian ini adalah sistem pembuktian 
yang selalu didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam 
undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya 
didasarkann pada undang-undang, artinya jika telah terbukti 
suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebutkan 
oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan 
sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian 
formal (formale ebewijstheorie) (Andi Hamzah, 2005: 247). 
b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Semata 
Teori ini juga disebut dengan conviction intime (Andi 
Hamzah, 2005: 248). Disadari bahwa alat bukti berupa 
pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tixdak menjamin 
bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan 
yang didsakwakan. Oleh karena itu bagaimanapun juga 
diperlakukan keyakinan hakim sendiri. 
Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori 
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim selalu didasarkan 
pada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem 
pembuktian ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan 
pada alat-alat bukti berdasarkan undang-undang. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2005: 
248) sistem ini pernah dianut di Indonesia yaitu pada 
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pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini 
memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi 
keyakinannya, misalnya keterangan media atau dukun. 
c. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
atas Alasan yang Logis (Loconviction Raisonne). 
Sebagai jalan tengah, muncul suatu sistem atau teori yang 
disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai 
batas tertentu (laconviction raisonne) yang berlandaskan pada 
peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim 
dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori 
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim 
bebas menyebut alasanalasan keyakinannya (vrije 
bewejstyheorie). 
Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang 
berdasrakan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terdiri 
atas dua yaitu, yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan 
atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction 
raisonne) dan yangh kedua yaitu teori pembukttian 
berdasarkan undang-undang secara negative. 
d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara 
Negatif (Negatief Wettelijk) 
HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned Sc (Andi 
Hamzah, 2005:249) yang lama dan yang baru, semuanya 
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menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-
undang negative (negatief wettelijik). Hal tersebut  dapat 
disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang mengatur sebagai 
berikut: 
“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain 
jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti 
yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang 
dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang 
didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan 
itu”. 
 
Selanjutnya di dalam sistem atau teori pembuktian 
yang berdasarkan undang-undang secara negative (negatief 
wettelijk bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada 
pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag) (Andi 
Hamzah, 2005:252). 
Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, 
yang menegaskan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh 
keyakinan hakim. 
Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (Andi 
Hamzah. 2005:253) mengemukakan sebagai berikut. 
“sistem pembuktian berdasarkan undang-undang 
secara negative (negatief wettelijk) sebaiknya 
dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama 
memang sudah selayaknya harus ada keyakinan 
hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat 
menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganl;ah 
hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim 
tidak yakin atas keslahan terdakwa, kedua ialah 
berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim 
dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-
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patokan tertentu yang harus dituntut oleh 
hakimdalam melakukan peradilan”. 
 
 
3. Pembuktian Menurut KUHAP 
Bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-
undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 
183 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari 
alatalat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja 
deengan ketentuan yang tersebut pada ]asal 249 ayat (1) yang 
berbunyi: 
“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika 
hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang 
sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat 
dipidana dan bahwa orangorang yang didakwa itulah yang 
bersalah melakukan erbuatan itu”. 
 
Dari rumusan Pasala 183 tersebut, terlihat bahwa 
pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang 
sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat 
bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, 
belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 
Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan 
terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim 
juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam 
hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah 
memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan 
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keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan 
nama sistem negative wettelijk. 
 
D. Alat Bukti dalam Perkara Pidana 
1) Pengertian Alat Bukti 
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan suatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu 
tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. 
Perihal alat bukti yang sah, secara limitative telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP,yaitu lima jenis alat bukti, 
diantaranya: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terdakwa. 
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2) Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya 
a. Keterangan Saksi 
Saksi ialah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi 
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alsan dari pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 
KUHAP). Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan 
di muka sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan 
mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinga sendiri, ia 
rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca 
inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti. 
Dari bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat 
ditarik kesimpulan, yakni: 
1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi 
diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua 
tingkat yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan 
sidang pengadilan. 
2) Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
41 
 
Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di 
luar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan 
pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi. 
3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari 
sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia 
terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan 
bernilai pembuktian apabila setelah ia memberikan 
keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-
sebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan 
prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal 
pembuktian. 
Sayarat keterangan saksi agar keterangannya itu 
menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai 
salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk 
keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, seperti: hal 
lualitas pribadi saksi, hal apa yang duterangkan saksi, hal 
sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia 
terangkan; syarat sumpah atau janji; dan syarat mengenai 
adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi 
keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. 
Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang 
diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan 
keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebgai 
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lat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut di 
muka persidangan, namun bagi penyidik syaratsyarat 
mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang 
relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi 
haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan 
pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak 
menjadi siasia kelak di sidang pengadilan. 
Terdapat orangorang yang tidak dapat di dengar 
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
Kecuali ketentuan lai n dalam undangundang ini, 
tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan 
diri sebagai saksi: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas 
atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau 
yang bersama-sama sebagai terdakwa. 
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka 
yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan 
anakanak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 
3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
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Orang-orang yang berkualitas disebutkan dalam 
Pasal 168 KUHAP itulah yang tidak diperbolehkan menjadi 
saksi dan memberikan keterangannya di atas sumpah. Ada 
pengecualian dari orang yang tidak dapat didengarkan 
keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 169 KUHAP. 
Menurut Pasal 169 KUHAP, orang-orang yang 
berkualitas dalam hubungan kekeluargaan sebagimana 
disebutkan dalam Pasal b168 KUHAP dapat memberikan 
keterangannya apabila mereka yang berkedudukan dalam 
hubungan keluarga itu menghendaki untuk memberikan 
keterangan yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa 
secara tegas menyetujuinya. 
Biasanya dalam praktek saksi yang demikian 
diajukan oleh penasihat hukum, kemudian hakim akan 
menanyakan relevansinya dengan pokok perkara yang 
sedang diperiksa. Apabila menurut pertimbangan hakim cukup 
alasannya untuk didengar keterangannya, maka hakim 
meminta kepastian kepada jaksa penuntut umum dan 
terdakwa apakah mereka menyetujuinya. Keterangan saksi 
keluarga ini tidak di atas sumpah. Karena tidak di atas 
sumpah, maka keterangan demikian nilai pembuktiannya 
sepenuhnya bergantung kepada pertimbangan hakim. Artinya, 
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hakim boleh menggunakannya boleh juga tidak. Selanjutnya, 
dalam praktik bahwa  nilai pembuktian harus memenuhi syarat 
formal dan syarat materil. Syarat formalnya adalah bahwa 
keterangan saksi harus terlebih dahulu dengan mengucapkan 
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing 
dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. (Pasal 160 ayat (3) 
KUHAP), akan tetapi berdasrakan ketentuan Pasal 160 ayat 
(4) KUHAP, sumpah atau janji dapat diberikan setelah saksi 
atau ahli selesai memberikan keterangan apabila dianggap 
perlu demikian oleh pengadilan. Pada asasnya lafas/janji saksi 
adalah “saya bersumpah/berjanji akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang 
sebenarnya”. 
Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah 
meskipun sesuai satu sama lain, bukanlah merupakan alat 
bukti. Akan tetapi jikalau keterangan tersebut selaras dengan 
keterangan saksi di atas sumpah, keterangan da]at digunakan 
sebagai alat bukti yang sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) 
KHUAP). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP, 
anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah 
kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun 
kadang-kadang ingatannya balik kembali diperiksa untuk 
memberikan keterangan tanpa sumpah. Sebab adanya 
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pengecualian ini disebutkan bahwa “mengingat anak yang 
belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang 
sakit ingatan, sakit jiwa atau sakit gila meskipun kadang-
kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut 
psychopath, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak 
dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan 
keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai 
sebagai petunjuk saja. 
Syarat materil keterangan saksi menurut Pasal 185 
ayat (6) KUHAP, dikatakan bahwa di dalam menilai 
keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh 
memperhatikan beberapa hal, yakni: 
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi 
yang lain; 
2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi 
memberikan keterangan tertentu; 
4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu 
yang pada umumnya dapat mempengaruhinya dapat atau 
tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.  
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b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli merupakan keterangan yang 
diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan 
objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau 
guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, terdapat dua syarat 
dari keterangan ahli, yaitu: 
7) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala 
sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya. 
8) Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah 
berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa. 
Seorang ahli memberikan keterangan bukan 
mengenai segala hal yag dilihat, didengar dan dialaminya 
sendiri, tetapi mengenai hal-halyang menjadi atau dibidang 
keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang 
diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan 
sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana 
keterangan saksi. 
Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk 
keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu: 
1) Harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang 
didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan Pasal 183 jo 
Pasal 185 ayat (2) KUHAP. 
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2) Keterangan ahli diatas sumpah sama dengan alat bukti 
keterangan saksi (Pasal 60 ayat (4) jo Pasal 179 ayat (2) 
KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan di muka sidang, 
tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah 
disumpah ketika akan memberikan keterangan di tingkat 
penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHAP. 
3) Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang 
mana keterangan ahli secara lisan di muka sidang 
maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. 
Keterangan ahli yang tertulis itu dituangkan dalam surat 
yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut 
dengan visum et repertum (VER) yang diberikan pada 
tingkat penyidikan atas perintah penyidik (Pasal 187 huruf 
c KUHAP). 
Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, 
maka ahli dapat dibedakan menjadi ahli yang menerangkan 
tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian 
khusus untuk itu. Misalnya seorang dokter ahli forensic yang 
memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang 
penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah 
mayat (otopsi). Atau seorang akuntan memberikan keterangan 
di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya 
atas keuangan suatu instansi pemerintah. Kemudian ada pula 
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ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus 
mengenai suatu hal yang berhubungan erat dengan perkara 
pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan 
terlebih dahulu, misalnya ahli dibidang perakit bom yang 
menerangkan dalam sidang pengadilan tentang tentang cara 
merakit bom. Bahkan dalam praktik, seorang ahli hukum 
bidang keahlian khusussering kali digunakan dan mereka juga 
disebut seorang ahli. 
Dasar hukum pemanggilan seorang ahli sama 
dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yaitu Pasal 
140 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP. Seorang ahli tidak selalu 
ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk 
bidang kahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada 
pengalaman atau bidang pekerjaan tertentuyang ditekuninya 
selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar 
menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian 
di bidang kunci, pertukangan dan lain-lain. Hakimlah yang 
menentukan seseorang itu ahli atau bukan 
melaluipertimbangan hukumnya.  
c. Surat 
Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang 
dibuat atas sumpah jabatan, atau dilakukan dengan sumpah. 
Seperti, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 
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dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
Surat dalah segala sesuatu yang memuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau 
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 
dipergunakan sebagai pembuktian, ini berarti bahwa segala 
sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun 
memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung 
buah pikiran, tidak termasuk dalam alat bukti tertulis atau 
surat. 
Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP 
sangat sedikit, hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHAP dan 
secara khusus Pasal 187 KUHAP. 
Pasal 187 KUHAP mengatur sebagai berikut: 
Surat sebagaimana termasuk pada Pasal 184 ayat 
(1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah adalah: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 
dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 
dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang 
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kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialamaninya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 
dan tegas tentang keterangannya itu. 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh 
pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana 
yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan 
bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan. 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari 
padanya. 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara 
pidana berbeda dengan system pembuktian dalam hukum 
acara perdata, mengingat dalam hukum pembukitian dalam 
perkaraa pidana diperlukan keyakinan hakim atas dua alat 
bukti, sedangkan hukm pembuktian perdata tidak diperlukan 
keyakinan hakim. Hal ini disebabkan karena dalam hukum 
acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan 
kebenaran materil,sedangkan dalam hukum acara perdata 
hanya kebenaran formal. Sehingga dengan demikian dalam 
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hukum acara perdata sudah cukup jika ada akta autentik 
sebagai alat bukti yang sah. 
Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat 
bukti yang sempurna, sedangkan dalam hukum acara pidana, 
akta autentik akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila 
tidak ditunjang  dengan alat bukti laindan memperoleh 
keyakian hakim. Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP 
sebgai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila sekurang-kuarangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakian bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
 
d. Petunjuk 
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan 
yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d 
KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat 
bukti. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang 
selengkapnya berbunyi sebagi berikut: 
1) Petunjuk adal perbuatan, kejadian atau keadaan yang 
karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 
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menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa 
pelakunya. 
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan 
terdakwa. 
3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 
dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan 
penuh kecermatan dan kesamaan dengan hati nuraninya. 
Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa 
pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan 
atau persesuaian  alat bukti yang ada dan dipergunakan 
dalam sidang, maka sifat subjektifitas hakim lebih dominan.  
Dua atau lebih alat bukti tidaklah dapat memaksa 
hakimuntuk menjatuhkan pidana apabila dari beberapa alat 
bukti yang ada itu ia tidak yakin tentang terjadinya tindak 
pidana, atau terdakwa bersalah melakukannya. Untuk 
menambah keyakinan itu hakim dapat membentuk alat bukti 
petunjukdari dua alat bukti yang semula ditambah hasil 
pemeriksaan setempat atau sidang setempat. 
Alat bukti keterangan ahli dapat digunakan untuk 
membentuk alat bukti petunjuk yang mana terdapat dalam 
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Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang telah ditentukan secara 
limitative, apabila dengan menggunakan kata hanya, maka 
sudah pasti hakim tidak diperkenankan menggunakan alat 
bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. 
Namun, keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan 
bahan dalam membentuk alat bukti sama halnya dengan 
barang bukti, yang dapat digunakan membentuk alat bukti 
petunjuk. 
e. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa 
nyatakan di muka sidangtentang perbuatan yang ia lakukan 
atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 
Keterangan terdakwa merupakan urutan kelima dari 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.  Apabila 
dibandingkan dari segi terminologinya, dengan pengakuan 
terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 295 jo Pasal 367 
HIR, istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 
KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan 
terdakwa, karena asek ini mengandung makna bahwa segala 
sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi 
pengakuan sudah merupakan alat bukti yang sah. Dengan 
demikian dalam proses pembuktian perkara pidana tidak 
mengejar atau memaksakan adanya pengakuan terdakwa. 
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Selanjutnya menganai keterangan terdakwa diatur 
dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut: 
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 
di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri tau yang ia alami sendiri; 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidanga, 
asal keterangan itu didukung oleh suatau alat bukti yang 
sahsepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri; 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan  perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat 
bukti yang lain. 
Dari rumusan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan 
dalam persidangan pengadilan, dan dapaat pula diberikan di 
luar sidang. Agar keterangan terdakwa yang dinyatakan di 
sidang pengadilan dapa dinilai sebagai alat bukti yang sah,  
hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang 
dinyatakan sendiri oelh terdakwa dalam menjawab setiap 
pertanyaaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan 
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yang dia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Keterangan 
terdakwa juga dapat digunakam untuk tambahan bahan dalam 
membentuk alat bukti petunjuk. 
 
E.  Dakwaan dan Penuntutan 
Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, Penuntutan adalah: 
“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 
Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan” 
 
Proses penuntutan yaitu Penyidik menyerahkan hasil 
penyidikan kepada penuntut umum untuk diperiksa dalam jangka 
waktu 7 hari harus segera melaporkan kepada penyidik, apakah hasil 
penyidikan telah selesai atau belum (Pasal 138 ayat 1 KUHAP). 
Apabila belum legal, hasil penyidikan dikembalikan untuk diperbaiki 
oleh penyidik dalam jangka waktu 14 hari harus sudah balik ke 
penuntut umum. Jika hasil penyidikan telah dapat dilakukan 
penuntutan, maka penuntut dalam waktu secepatnya membuat “Surat 
Dakwaan” (Pasal 140 Jo Pasal 139 KUHAP). Surat dakwaan adalah 
sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan 
kesimpulan dari hasil penyidikan.  
Penuntut umum melimpahkan surat dakwaan bersamaan 
dengan perkaranya ke pengadilan negeri dengan permintaan agar 
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segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan 
(Pasal 142 ayat 1 KUHAP) 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi: 
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkapmngenai tindak 
pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan (Pasal 142 ayat 2 KUHAP). 
Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud diatas batal demi hukum (Pasal 142 ayat 3 KUHAP). 
Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan 
disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnnya atau penasihat 
hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan denga 
penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri 
(Pasal 142 ayat 4 KUHAP). 
Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang 
(Pasal 155 ayat 2 KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang. 
Dalam praktik hukum, proses penuntutan dikenal beberapa 
bentuk surat dakwaan antara lain sebagai berikut: 
57 
 
1. Surat Dakwaan Tunggal  
Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana, misaalnya “pencurian” 
(Pasal 362 KUHP) atau hanya tindak pidana “penipuan” (Pasal 
378 KUHP) atau hanya “penggelapa” (Pasal 372 KUHP). 
2. Surat Dakwaan Subsidair 
Dalam surat dakwaan berbentuk subsidair didalamnya 
dirumuskan/disusun beberapa tindak pidana/delik secara berlapis/ 
bertingkat dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya 
sampai yang paling ringan. Akan tetapi yang sungguh-sungguh 
didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan didepan 
sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan.  
3. Surat Dakwaan Alternatif 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternative, rumusan atau 
penyususnannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair 
yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik tetapi 
sesungguhnya dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya 
satu dindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut 
umum, dakwaan mana yang dinilai/dianggap telah berhasil 
dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan 
dari tindak pidana yang didakwakan. 
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4. Surat Dakwaan Kumulatif 
Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak 
beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing delik berdiri sendiri 
(samenloop/ concursus/ perbaarengan). 
5. Surat Dakwaan Kombinasi 
Surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik/ dakwaan 
secara kumulatif yang didakwakan secara kumulatif yang terdiri 
dari dakwaan subsidair dan dakwaan alternative secara 
serempak/ sekaligus.  
Sedangkan Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut 
Rekuisitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan 
brdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan 
kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai 
dengan tuntutan pidana. Agar Surat Tuntutan tidak mudah untuk 
disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan 
harus dibuat dengan lengkap dan benar.  
Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
membuat Surat Tuntutan: 
1. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis 
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
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3. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah 
dimengerti. 
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya. 
Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah 
pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat 
1 KUHAP). Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian 
di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri 
berisikan tuntutan pidana.  
 
F. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti 
penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas 
hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 
1989:48), “penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang 
sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan 
menyangkut perasaan dan bathiniah”. 
Sementara itu, menurut R. Soesilo (1996:245) 
mengemukakan pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, 
bahwa penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan 
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tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja 
merusak kesehatan orang termasuk tindak pidana penganiayaan”. 
Lebih lanjut beliau (1996:245)menjelaskan bahwa : 
perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke 
kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik 
matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya, mencubit, 
memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya 
mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan 
sebagainya. Sedangkan merusak kesehatan misalnya 
orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya 
sehingga orang itu masuk angin. 
 
Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan 
sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 
pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu 
motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, 
kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah 
memukul, menendang. 
 
2. Jenis-jenis Penganiayaan 
Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan dimasukkan ke 
dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 
351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. 
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Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka tindak 
pidana penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, 
diantaranya; 
a. Penganiayaan Biasa 
Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan 
merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penganiayaan, 
bunyi pasal 351 yaitu; 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
 
Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP 
memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai; 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi 
harapan akan sembuh sama sekali, atau yang 
menimbulkan bahaya maut. 
2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia. 
3) Kehilangan salah satu panca indera. 
4) Mendapat cacat berat. 
5) Menderita lumpuh. 
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6) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau 
lebih. 
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang 
apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan 
sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu 
tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa 
bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam 
pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya 
disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi 
jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan 
makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. 
Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiayaa 
tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan 
yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana. 
b. Penganiayaan Ringan 
Pasal 352 KUHP berbunyi: 
(1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, 
maka penganiayaan yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam 
sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat 
ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan 
kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, 
atau menjadi bawahannya. 
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(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak 
dipidana. 
 
Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan 
ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan 
atau pencaharian. 
c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu 
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353, yang 
berbunyi: 
(1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, 
yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. 
 
Dalam pasal ini, pada dasarnya mengandung tiga 
syarat, yaitu: 
1) Memutuskan kehendak dengan suasana tenang, 
2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak, 
3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya 
bahwa dalam kehendak untuk melakukan penganiayaan 
tersebut, suasana batin dari pelaku dalam keadaan yang tidak 
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tergesa-gesa dan tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan 
emosi yang tinggi. 
Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya 
kehendak dan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini 
relatif, dalam artian bahwa tidak diukur dari lamanya waktu 
tertentu, melainkan bergantung pada keadaan dan kejadian  
nyata yang terjadi. Dalam tenggang waktu tersebut yang 
terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika waktu 
singkat, tidak ada kesempatan untuk berpikir-pikir. Selain itu, 
dalam tenggang waktu tersebut, masih ada hubungan antara 
pengambilan keputusan dengan pelaksanaan. Untuk 
mengetahui adanya hubungan dari keduanya, maka dapat 
dilihat dari: 
1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk 
menganiaya, 
2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup 
untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara melakukan 
penganiayaan tersebut dan alat apa yang sebaiknya 
digunakan. 
Menurut Wirjono Projodikoro (2008:70) bahwa: 
Untuk unsur perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang 
waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu 
melakukan perbuatan, sebaliknya meskipun ada 
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tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum 
tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara 
tenang. Ini semua bergantung pada kepada keadaan 
konkrit dari setiap peristiwa. 
Ketiga syarat tentang perencanaan tersebut, merupakan 
satu kebulatan yang tidak terpisahkan, yang jika salah satu 
dari ketiga tersebut hilang, maka unsur perencanaan tidak 
akan ada. 
d. Penganiayaan berat 
Pasal 354 menyebutkan bahwa: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang 
lain, diancam karena melakukan penganiayaan 
berat dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka 
yang bersalah diancam dengan pidana penjara 
paling lama sepuluh tahun. 
 
Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan 
ditujukan kepada tindakan melukai berat orang lain, luka berat 
bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang telah 
digambarkan dalam Pasal 90 KUHP. 
e. Penganiayaan berat berencana 
Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 
KUHP, yang berbunyi: 
(1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
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Sebenarnya, unsur dipikirkan lebih dulu dalam pasal ini 
hanyalah merupakan keadaan yang memperberat pidana 
penganiayaan berat. 
 
G. Kejaksaan Republik Indonesia 
1. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Tindak 
Pidana 
Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di 
Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran 
tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan 
peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam 
hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara dalam 
kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan 
sebelumnya. 
Untuk memahami kedudukan kejaksaan dalam peradilan 
pidana tidak terlepas dari pemahaman terhadap undang-undang 
yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia menyebutkan sebagai berikut: 
“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam 
Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga 
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pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara 
dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 
undang-undang” 
 
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: 
“Jaksa  adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut 
umum dan pelaksa putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 
berdasarkan undang-undang” 
 
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: 
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang 
berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam 
Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” 
 
Pelaksanaan kekuasaan Negara di bidang penuntutan 
diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri. Dengan 
demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat 
menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan 
tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan 
berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang 
baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum. 
Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan 
atas nama Negara, sehingga jaksa harus bisa menampung 
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seluruh  kepentingan masyarakat, Negara, dan korban kejahatan 
agara bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. 
Hampir setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama 
dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa 
memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan 
pengadilan. Bahkan, di Negara-negara yang memberi wewenang 
kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap 
memiliki kebijakan (diskreksi) penuntutan yang luas. Jaksa 
memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan 
dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. 
Menurut R.M. Surachhman dan Andi Hamzali (1996:6-7) 
secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai 
system penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil 
kebijakan dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di 
berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” atau 
seorang “hakim semu”. Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut 
dakwaan atau menghentikan proses, bahkan diskresi putusan 
berupa tindakan penghentian penuntutan, penyimpangan perkara, 
dan transaksi. 
Menurut Stanley Z. Fisher (ibid:12), sebagai administrator 
penegak hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah, 
menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara 
yang tidak perlu terjadi, karena ia mempunyai kedudukan sebagai 
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pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan 
kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, kita 
akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim 
yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” 
atau sebagi “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak 
bersalah dan mempertimbangakan hak-hak tersangka. Untuk 
melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang 
menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berprilaku 
sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara 
pidana dan memiliki moral pribadi  yang tinggi sekali. 
 
2. Kewengan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana 
Dalam kaitannya dengan peyidikan tindak pidana, selain 
sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai 
lembaga penyidik. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah 
Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: 
“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini 
diundangkan, maka terhadap semua perkara 
diberlakakukan ketentutan undang-undang ini, dengan 
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan 
khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada 
undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau 
dinyatakan tidak berlaku lagi” 
 
Bedasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia: 
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“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai wewenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang” 
 
Disatu sisi, KUHAP memisahkan fungsi penyidikan dan 
penuntutan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (tindak Pidana 
Ekonomi dan Tindak Pidana Korusi), namun disisi lain, dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan hak Asasi Manusia, Kejaksaan diberi lagi kewenangan 
untuk menyidik pelanggaran HAM berat [sebagimana diatur dalam 
Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1)], 
bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk 
menyidik tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi 
kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu 
yang ditentukan undang-undang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, 
maka Penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri 
Pinrang dengan pertimbangan terdapat tindak pidana penganiayaan 
yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang menimpa masyarakat di 
Kabuaten Pinrang sesuai dengan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berkut: 
1. Data Primer, Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara 
dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan skripsi ini, 
dalam hal ini Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel 
hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada 
kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan skripsi 
ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan melalui metode: 
1. Metode Penelitian Kepustakaan 
Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dan 
pendapat-pendapat dari pakar kejaksaan melalui berbagai media. 
2. Metode Penelitian Lapangan 
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 
penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau 
pembicaraan langsung terhadap petugas kejaksaan dan pejabat 
yang berwenang. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustaakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan 
penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Menentukan 
Arah Dakwaan Oleh Penuntut Umum Terhadap Kasus 
Penganiayaan Berat dalam Putusan 
No.134/Pid/B/2013/PN.Pinrang. 
1. Kasus Posisi 
Bahwa Terdakwa HERMAN Als. RANO Bin H. PANGGO 
pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 02.30 wita 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 
bertempat di Kam. Bungi, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang atau 
setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain yaitu RUDI BIN ADING, 
perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Berawal pada saat Terdakwa mendengar suara orang yang 
sedang berjalan diluar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa 
bangun dan melihat keluar jendela dan melihat ada 7 (tujuh) 
orang sedang berjalan, kemudian Terdakwa keluar melalui 
pintu belakang rumah dan duduk di depan teras dan pada 
saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang 
duduk dibelakang masjid, lalu Terdakwa mendekati 2 (dua) 
74 
 
orang tersebut dan menegurnya, setelah itu Terdakwa pulang 
dan melihat seseorang lompat dari dalam pagar rumah 
Terdakwa dan melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka, 
kemudian Terdakwa mencabut badik dan Terdakwa masuk ke 
dalam rumahnya, lalu Terdakwa mendengar suara 
membongkar dari dalam kamar Terdakwa, kamudian 
Terdakwa masuk ke kamar dan melihat korban RUDI BIN 
ADING sedang berada dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa 
langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian 
dada sebelah kiri, lalu korban dan Terdakwa terjatuh bersama 
di atas tempat tidur, selanjutnya korban melarikan diri dan 
menuju ke rumah USMAN Als. TETTANA JEKI Bin BORA 
meminta pertolongan, kemudian USMAN ALS. TETTANA 
JEKI Bin BORA menanyakan kepada korban “siapa yang 
tikamko”, namun korban tidak menjawab, lalu USMAN ALS. 
TETTANA JEKI Bin BORA mencari bantuan dan bertemu 
dengan ERWIN IRNANDI Als. ERWIN Bin ANSAR 
mengangkat korban ke sepeda motor dan membawanya ke 
Puskesmas Bungim, dan setelah tidak lama kemudian korban 
meninggal dunia di Puskesmas Bungi. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Akibat perbuatan Terdakwa, RUDI BIN ADING yang 
berumur 16 tahun meninggal dunia sesuai Surat Visum et 
Repertum Puskesmas Bungi No. 79/445/BNG/IV/2013 tanggal 05 
April 2013 yang ditandatangani oleh Perawat Pemeriksa Farida 
Muna, AMK., mengetahui Kepala Puskesmas Bungi H. Muh. Agus 
Saad, SKM, M. Kes., yang memberikan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut: 
- Kesadaran : sadar 
- Kepala  : Mata: sclera mata tampak anemis 
- Dada : kiri: luka terbuka pada dada, 3 jari di bawah 
puting susu ukuran diameter 4 cm 
- Kaki  : luka lecet pada seemua jari-jari kaki 
Kesimpulan        : dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa 
kenatian karena pendarahan hebat akibat 
benda tajam. 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan 
Alternatif: 
KESATU: 
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 338 KUHP. ------------------------------------------------------- 
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ATAU 
KEDUA : 
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. ------------------------------------------------------------- 
 
ATAU 
KETIGA : 
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. -------------------------------------------- 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Pertimbangan dalam mengajukan tuntan pidana dalam 
kasus ini: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Peerbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat; 
- Menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga 
korban; 
- Korban kehilangan nyawa; 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui perbuatannya; 
- Terdakwa meenyerahkan diri setalh melakukan tindak pidana; 
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- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
Berdasarkan uraian diatas maka Penuntut Umum dalam 
perkara ini menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 
Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1) Enyatakan terdakwa HERMAN Als. RANO Bin H.  PANGGO, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan 
Mati” sebagaimana dakwaan alternative Kedua; 
2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERMAN Als. RANO 
Bin H. PANGGO, dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) 
tahun dikurangkan masa penahanan sementara yang telah 
dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam 
tahanan; 
3) Barang bukti berupa: 
- Sebilah badik lengkap dengan sarungnya berwarna 
cokelat dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) 
centimeter; 
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna merah yang 
terdapat robekan pada bagian dada sebelah kiri akibat 
benda tajam; 
- 1 (satu) lembar celana pendek levi’s berwarna biru; 
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan. 
4) Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 
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4. Analisis Yuridis 
Berdasarakan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, 
maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diajukan ke depan 
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: 
- Kesatu: Pasal 338 KUHP, 
----------------------------------------ATAU----------------------------------- 
- Kedua: Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, 
----------------------------------------ATAU----------------------------------- 
- Ketiga: Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk 
alternative, maka yang dibuktikan adalah Dakwaan yang dianggap 
terbukti, yakni Dakwaan Kedua: Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Setiap orang;  
2) Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak; 
3) Mengakibatkan mati; 
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5. Analisis Penulis 
Surat dakwaan adalah merupakan dasar bagi Jaksa 
Penuntut Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan 
merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat 
surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan 
ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan 
tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi 
juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari 
perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau 
tidak. 
Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat 
yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat 
tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang 
dirumuskan sebagai berikut : 
2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi 
tanggal dan ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaan tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
 
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang 
terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut 
umum adalah syarat yang ada di point b karena apabila syarat 
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yang ada di point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan 
dianggap batal demi hukum atau Van Rechtswege nieting. 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya 
menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi (Lamintang dan 
Theo Lamintang, 2010:306) : 
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa; 
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu 
dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada 
para terdakwa; 
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat 
dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa atau para terdakwa. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis 
bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP, dimana dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam 
Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dimana Jaksa 
Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis 
dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat 
kejadian perkara. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum 
tersebut, jaksa menggunakan dakwaan alternatif, yaitu kesatu 
Pasal 338 KUHP, atau kedua Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ketiga Pasal 351 
ayat (3) KUHP. 
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Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut 
Umum berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam 
dakwaannya tersebut adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 80 ayat 
(3) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan 
pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa saling mencocoki 
dengan rumusan Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Unsur-unsur tersebut diatas berupa: 
1) Setiap orang; 
2) Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 
ancamankekerasan, atau penganiayaan terhadap anak; 
3) Mengakibatkan mati; 
Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur setiap  
orang  sudah jelas yakni terdakwa HERMAN Als. RANO Bin H. 
PANGGO, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di 
muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut 
yaitu subjek hukum terdakwa tersebut diatas, baik dalam 
pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam 
persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat 
memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat 
Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu 
bertangguung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. 
82 
 
Sementara, unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan 
atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak 
dianggap terbukti dengan uraian-uraian fajta dalam persidangan 
bahwa perbuatan terdakwa menikam korban sebangak 1 (satu) 
kali tepat mengena dada sebelah kiri korban adalah merupakan 
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dan 
oleh karena umur korban masih belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yaitu 16 (enam belas) tahun sehingga dapat 
disimpulkan bahwa korban adalah “anak” oleh karena itu jaksa 
penuntut umum dalam kasus ini berkeyakinan bahwa umsur 
“penganiayaan terhadap anak” telah terbukti sah menurut hukum. 
Untu unsur mengakibatkan mati, menurt jaksa Penuntut 
Umum telah terpenuhi dengan fakta yang memperlihatkan bahwa 
secara jelas perbuatan terdakwa menikam korban sebanyak 1 
(satu) kali dengan menggunakan badik tepat mengena organ vital 
korban yaitu dada bagian kiri sehingga terdakwa mengalami 
pendarahan hebat dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan 
Visum Et Repertum No. 79/445/BNG/IV/2013 Tanggal 05 April 
2013 yang ditandatangani oleh Perawat Pemeriksa Farida Muna, 
AMK., mengetahui Kepala Puskesmas Bungi H. Muh. Agus Saad, 
SKM, M. Kes., fakta mana memperhatikan hubungan kausalitas 
atau sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan 
meninggalnya korban atau dengan kata lain meninggalnya korban 
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dipastikan akibat tikaman badik yang dilakukan terdakwa. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum 
berkeyakinan bahwa unsur “yang mengakibatkan mati” telah 
terbukti secara sah menurut hukum.  
Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kedua 
yakni melanggar Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, maka Penuntut Umum dalam kasus 
ini berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak 
pidana “penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.  
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis 
uraikan di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa Jaksa 
Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya cukup 
memperhatikan mengenai peranan alat bukti Visum Et Repertum 
karena dalam dakwaannya tersebut alat bukti ini mampu 
mengungkap kebenaran unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan 
dengan nomor surat tuntutan No. Reg. Pert: PDM-
61/R.4.18/Ep.1/05/2013. Bahwa benar bersarkan  surat Visum Et 
Repertum No, 79/445/BNG/IV/2013 Tanggal 05 April 2013 korban 
lahir pada Tanggal 23 Juli 1996 dan masih berusia 16 (enam 
belas) tahun pada saat ditikam. Kemudian dengan adanya alat 
bukti surat Visum et Repertum ini dapat menerangkan bahwa 
benar korban ditikam sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya 
meninggal dunia sehingga dapat mendukung Pembuktian 
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kebenaran unsur ketiga dalam dakwaan bahwa terdakwa 
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Jadi dapat 
dikatakan dengan adanya alat bukti surat Visum Et Repertum ini 
sangat membantu Penuntut Umum dalam membuat 
dakwaannnya. 
 
B. Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak 
Pidana Penganiayaan Berat 
Sebagaimana telah dikemukakan pada Pembahasan 
terdahulu, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti 
dalam perkara pidana, yaitu: 
1. Keterangan Saksi; 
2. Keterangan Ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk 
5. Keterangan Terdakwa. 
Kedudukan alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat 
bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama 
dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan visum et repertum 
dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap 
pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, setelah 
dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, 
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maka alat bukti surat visum et repertum termasuk alat bukti sah 
seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan Sub e KUHAP. 
Oleh karena visum et reptertum  merupakan alat bukti yang 
sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti visum et repertum 
harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim 
dalam putusannya.  
Mskipun visum et repertum tidak mutlak harus ada, namun 
dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya 
pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya 
dilengkapi dengan visum et repertum. Jika beberapa orang saksi 
melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan 
pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim 
yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana 
meskipun tidak disertai dengan visum et  repertum. 
Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian yang 
disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan 
hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak 
pidana. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kekuatan pembuktian visum et repertum adalah merupakan alat 
bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya 
jadi kesimpulan / pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya 
wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang 
melemahkan. Visum et repertum adalah alat bukti otentik yang di 
buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter 
sebagai pejabat yang berwenang. Visum et repertum  juga cukup 
membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat 
dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa 
dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam 
membuktikan kebenaran unsur kedua dan ketiga dalam tuntutan 
Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya.  
2. Kedudukan visum et repertum dalam perkara tindak pidana 
penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati adalah sebagai 
alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Jika 
dalam berkas perkara pidana dilampirakan visum et repertum, 
maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat 
bukti. Namun jika tidak ada visum et repertum, maka majelis 
hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183 
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KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh 
keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.   
 
B. Saran 
Meskipun tidak mutlak harus ada visum et repertum dalam 
pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan 
hakim, maka sebaiknya visum et repertum itu tetap harus ada, 
khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia. 
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